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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Di Indonesia terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga negara 
Indonesia, dalam pengertian bahwa di bidang hukum waris dikenal adanya 3 
(tiga) macam hukum waris, yaitu hukum waris barat, hukum waris islam, dan 
hukum waris adat. Sebagaimana diketahui di Indonesia faktor etnis 
mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat yang tentunya dalam masalah 
warisan pun mempunyai corak sendiri-sendiri.  
Sistem pewarisan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan 
atau struktur sosial kemasyarakatan setempat. Pada masyarakat Indonesia 
dikenal 3 (tiga) jenis struktur sosial sebagai organisasi sosial kemasyarakatan 
yang dalam hukum adat disebut sistem kekerabatan yaitu :  
1. Sistem patrilinieal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis 
keturunan bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya 
dari kedudukan wanita didalam pewarisan. 
2. Sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis 
ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari 
kedudukan pria didalam pewarisan 
3. Sistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik 
menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), 
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dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam 
pewarisan.
1
 
Di Indonesia, hukum adat memiliki sistemnya sendiri terutama berkenaan 
dengan kewarisan. Hukum adat waris memiliki 3 (tiga) sistem kewarisan yaitu: 
a. Sistem individual individual memiliki ciri-ciri yaitu harta peninggalan 
atau harta warisan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti 
yang terjadi dalam masyarakat bilateral (parental)  Jawa. Di Jawa 
setiap anak dapat memperoleh secara individual harta peninggalan dari 
ayah, ibu atau kakek neneknya. Sistem pewarisan individual yang 
memberikan hak mewaris secara individual atau perorangan kepada 
ahli waris seperti di Jawa, Madura, Toraja, Aceh, dan Lombok. 
b. Sistem kewarisan kolektif memiliki ciri-ciri bahwa semua harta 
peninggalan terutama harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada 
sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis 
silsilah keibuan seperti di Minangkabau atau masyarakat woe-woe 
Ngadubhaga di Kabupaten Ngada-Flores. 
c. Sistem kewarisan mayorat memiliki ciri-ciri bahwa harta peninggalan 
yaitu harta warisan terutama harta pusaka seluruh atau sebagian besar 
diwariskan hanya kepada satu anak saja. Seperti di Bali hanya di 
wariskan kepada anak laki-laki tertua atau di Tanah Semendo di 
Sumatera Selatan hanya diwariskan kepada anak perempuan tertua 
saja. Sistem pewarisan mayorat; 
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a. Mayorat pria : anak/keturunan laki-laki tertua/sulung pada saat 
pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal (Lampung, Bali, 
Irian Jaya) 
b. Mayorat wanita : anak perempuan tertua pada waktu pemilik harta 
warisan meninggal, adalah waris tunggal (Tanah Semendo, 
Sumatera Selatan.) 
c. Mayorat wanita bungsu : anak perempuan terkecil/bgsu menjadi 
ahli waris ketika si pewaris meninggal (Kerinci).
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Kajian hukum adat waris Bali tidak dapat dilepaskan dari hukum keluarga, 
khususnya sistem kekerabatan yang dianut secara umum, juga tidak dapat 
dilepaskan dari bentuk perkawinan yang ditempuh oleh masyarakat hukum 
adat Bali, karena masalah pewarisan sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan 
yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bali. 
Kedua hal tersebut berkaitan erat.
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Berbicara mengenai hukum pewarisan maka tidak terlepas dari persoalan 
hukum perkawinan. Perkawinan merupakan hak dasar yang di lindungi oleh 
HAM, dimana setiap orang boleh melaksanakannya, dengan ketentuan dan 
persyaratan yang dianggap patut oleh masyarakat diantaranya tercantum dalam 
Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Azasi Manusia yang intinya menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup 
dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak untuk hidup tentram, aman, 
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damai, bahagia sejahtera, lahir dan batin, berhak atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat. 
Secara spesifik perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pasal 1 disebutkan bahwa 
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang 
dimaksudkan disini berbeda dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Buku 
III KUHP Perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah 
untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan 
isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius 
(adanya aspek ibadah).
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Pada hakekatnya perkawinan itu mempunyai tujuan untuk menciptakan 
suatu keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan abadi yang dapat 
diharapkan dari adanya suatu perkawinan adalah anak untuk meneruskan 
keturunan dari keluarganya. Seorang anak dalam keluarga sangat mempunyai 
arti penting bagi keluarga, karena anak dalam keluarga adalah penerus hak dan 
kewajiban orang tuanya. 
Berbicara mengenai perkawinan, di Bali mengenal 2 (dua) bentuk 
perkawinan, yaitu perkawinan biasa (wanita menjadi keluarga suami) dan 
perkawinan nyentana/nyeburin (suami berstatus pradana/perempuan  dan 
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menjadi keluarga isteri). Dalam perkembangan selanjutnya adakalanya 
pasangan calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu 
diantara bentuk perkawinan tersebut, karena masing-masing merupakan anak 
tunggal, sehingga muncul bentuk perkawinan baru yang disebut perkawinan 
pada gelahang.
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Bentuk perkawinan yang dilakukan dimasing-masing daerah dipengaruhi 
adat istiadat atau keberadaan desa, kala, dan patra (tempat,waktu, dan 
keadaan) setempat. Pada masyarakat hukum ada Bali ikatan kekeluargaannya 
patrilineal, yaitu berdasarkan pada garis keturunan bapak. Hal ini membawa 
konsekuensi adanya peranan yang sangat penting bagi anak laki-laki sebagai 
penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan tidak demikian halnya dengan 
anak perempuan. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan, mempunyai 
kewajiban bertanggungjawab terhadap pemujaan leluhurnya.
6
 Bagi mereka 
yang tidak mempunyai anak laki-laki melainkan hanya mempunyai anak 
perempuan saja, maka anak perempuan tersebut masih dapat melanjutkan garis 
keturunan bapaknya dengan menjadikan anak perempuan sebagai sentana 
rajeg serta melakukan perkawinan Nyentana 
Pada sistem perkawinan nyentana  yang menurut hukum adat Bali  
merupakan perkawinan seorang laki-laki ikut dalam keluarga isteri, tinggal 
dirumah isteri dan semua keturunannya menjadi milik pihak isteri. Perkawinan 
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nyentana adalah alternatif perkawinan biasa jika sebuah pasangan tidak 
mempunyai anak laki-laki.
7
  
Bagi masyarakat yang menerapkan sistem perkawinan nyentana, suatu 
keluarga mengangkat sentana bila keluarga bersangkutan tidak memiliki anak 
laki-laki sebagai ahli waris yang akan melanjutkan keturunannya. Dalam 
perkawinan nyentana mempelai laki-laki yang statusnya berubah menjadi 
perempuan (pradana) ikut pada keluarga mempelai wanita yang telah 
dikukuhkan sebagai laki-laki (purusa). Tujuan pokok dari perkawinan 
nyentana adalah untuk mengusahakan agar sang isteri (selaku anak perempuan) 
memperoleh kedudukan selaku sentana purusa (laki-laki) atau pelanjut 
keturunan dalam lingkungan keluarganya. Dalam sistem purusa, anak 
perempuan biasanya merupakan sentana yang berstatus lemah atau labil, 
karena itu dengan perkawinan nyentana maka perempuan tersebut dikukuhkan 
sebagai laki-laki.
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Pada pekawinan nyentana status perempuan telah diubah menjadi laki-laki 
yang dilakukan melalui prosesi upacara putrika sebelum diadakan perkawinan. 
Putrika artinya proses perubahan status dan kedudukan perempuan menjadi 
laki-laki melalui prosesi upacara adat yang harus disaksikan oleh tri saksi (tiga 
saksi) yaitu Tuhan, Leluhur, dan masyarakat dan disetujui oleh keluarga serta 
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di legitimasi oleh perangkat desa adat.jika keluarga putrika tidak menyetujui 
terjadinya prosesi putrika, maka prosesi putrika tidak boleh dilaksanakan.
9
  
Perkawinan nyentana merupakan salah satu upaya yang dapat di tempuh 
bagi keluarga untuk melanjutkan keturunan jika tidak sama sekali memiliki 
anak laki-laki, dimana pada mempelai wanita (isteri) yang menarik mempelai 
laki-laki (suami) untuk keluar dari ikatan purusanya, sehingga isteri yang 
kemudian berkedudukan selaku purusa (berstatus laki-laki) didalam 
perkawinan tersebut. 
Terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah merupakan 
tujuan dari pernikahan. Seiring dengan dinamika keluarga mengalami pasang 
surut dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sekalipun perceraian 
adalah sesuatu yang dibolehkan, namun bila tingkat perceraian yang tinggi 
akan menyebabkan berbagai persoalan sosial.
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Pada pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan 
atas putusan pengadilan, misalnya seperti contoh kasus perceraian dengan 
Nomor Putusan  8PDT.G/2014/PN-TBN, bahwa dalam putusan tersebut para 
pihak melangsungkan perkawinan adat Bali dan agama hindu secara 
nyentana.
11
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Dalam perkawinan nyentana sendiri apabila perceraian tersebut telah sah 
sehingga pihak laki-laki nantinya akan keluar dari keluarga perempuan serta 
hak-hak yang sebelumnya didapatkannya dikeluarga si perempuan juga akan 
ikut terlepas. Tentunya perceraian tersebut menimbulkan masalah bagi pihak 
laki-laki, dimana disatu sisi ia sudah menyatakan keluar dan melepaskan 
seluruh hak mewarisnya dari keluarga asalnya dengan melakukan perkawinan 
nyentana dan disisi lain ia telah melakukan perceraian dengan si isteri sehingga 
ia melepaskan hak-haknya dari keluarga perempuan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan meneliti dari 
fenomena permasalahan yang terjadi. Atas dasar tersebut penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan 
Nyentana yang kembali ke rumah asalnya menurut Hukum Adat Desa 
Kukuh, Marga, Tabanan? 
2. Bagaimana hak waris laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan 
Nyentana yang kembali ke rumah asalnya menurut Hukum Adat Desa 
Kukuh, Marga, Tabanan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui kedudukan laki-laki yang telah bercerai dalam 
perkawinan Nyentana yang kembali ke rumah asalnya menurut Hukum 
Adat Desa Kukuh, Marga, Tabanan 
2. Untuk mengetahui hak waris laki-laki yang telah bercerai dalam 
perkawinan Nyentana menurut Hukum Adat Desa Kukuh, Marga, Tabanan 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki 
manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang 
pengetahuan baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran untuk 
mahasiswa atau kalangan akademis mengenai kedudukan dan hak waris 
laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan Nyentana. 
2. Manfaat praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi 
masyarakat pada umumnya terhadap permasalahan yang berkaitan dengan 
kedudukan dan hak waris laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan 
Nyentana serta menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, 
khususnya Hukum Adat. 
 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Penulis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi 
penulis mengenai permasalahan yang diteliti serta sebagai syarat untuk 
penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Malang.  
2. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu informasi yang 
sedikit menambah referensi dalam serta dapat menjadi acuan untuk bahan 
penelitian lanjutan bagi yang membutuhkan.  
 
F. Metode Penelitian 
Didalam melakukan penulisan skripsi, dan untuk memberikan kebenaran 
dalam penulisan skripsi serta mencari data-data yang akan diteliti maka tidak 
lepas dari metode penelitian yang dipakai oleh penulis. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian hukum yang menggunakan dari data primer yang didapat 
langsung dari studi di desa kukuh kecamatan marga, kabupaten Tabanan Bali 
melalui penelitian lapangan. Metode yang digunakan sebagai berikut: 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, 
yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum dan 
melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.
12
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2. Metode Lokasi 
Dalam penelitian ini penulis memilih desa kukuh, marga, Tabanan. Alasan 
penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut terdapat data-data 
yang sedang penulis kaji atau diteliti yang akan memberikan kontribusi 
yang banyak bagi penulis nantinya. 
3. Jenis Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai 
berikut: 
a. Data Primer adalah jenis data yang didapat langsung dari sumber 
utama tanpa adanya perantara dan dengan melalui proses 
wawancara, data utama yang di peroleh secara langsung dengan 
melakukan wawancara dengan pihak Bendesa Adat atau Ketua Adat 
di Desa Kukuh, Marga, Tabanan dan wawancara dengan pihak 
keluarga yang melakukan perceraian dalam perkawinan Nyentana. 
b. Data Sekunder adalah jenis data yang mendukung data primer yakni 
data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui bahan-
bahan literatur yaitu Undang-undang dan peraturan-peraturan, studi 
dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang 
terkait dengan cara mencatat atau meringkas dokumen serta 
penelusuran situs-situs internet yang berhubungan. 
13
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dan bahan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Wawancara  
Yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data 
melalui dialog tanya jawab atau diskusi dengan I Made Subawa 
selaku Bendesa Adat (Ketua Adat) dimana wawancara ini dilakukan 
untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan dalam 
penelitian ini.  
b. Studi Kepustakaan  
Yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun 
informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. 
Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan 
penelitian, karangan ilmiah, tesis maupun disertasi, peraturan 
perundang-undangan, ketetapan, ensiklopedia, dan sumber tertulis 
baik cetak maupun elektronik. Dalam hal ini penulis melakukan 
penelitian dengan mempelajari dan mengkaji perundang-undangan, 
jurnal, literatur atau dokumen terkait dengan kedudukan dan hak 
waris laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan Nyentana di 
tinjau menurut Hukum Adat Bali. 
c. Studi Dokumen 
Yaitu mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan 
yang di teliti serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian 
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seperti Awig-awig Desa Pakraman Kukuh (Hukum Adat yag di susun 
dan harus di taati oleh masyarakat desa Adat) 
5. Teknik Analisa Data 
Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, analisis 
data kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
analisis yaitu apa yang di nyatakan oleh Bendesa Adat dan keluarga pihak 
yang melakukan perceraian dalam perkawinan Nyentana di lokasi 
penelitian. Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari 
studi lapangan maupun studi kepustakaan dianggap cukup, maka penulis 
akan mengolah data dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan 
penelitian hukum. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan 
jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
 
G. Sistematika Penelitian 
Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam empat 
bab dan masing-masing bab tersiri atas sub bab yang bertujuan agar 
mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitiannya sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Merupakan bab yang memuat didalamnya 6 sub bab. Yaitu latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penulisan/penelitian, kegunaan 
penulisan/penelitian, metodologi penulisan/penelitian dan sistematika 
penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisi tentang teori, doktrin atau pendapat sarjana dan kajian 
yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu 
terkait topik atau tema yang diteliti. Adapun mengenai Tinjauan Umumnya 
adalah Tentang Perkawinan yang meliputi : Pengertian Perkawinan, 
Bentuk Perkawinan di Indonesia. Tinjauan Tentang Perceraian yang 
meliputi : Pengertian Perceraian, Sebab – sebab Terjadinya Perceraian, 
Akibat Perceraian. Tinjauan tentang Pewarisan meliputi : Pengertian 
Waris, Sistem Hukum Pewarisan Adat di Indonesia, Sistem Kekerabatan 
di Indonesia. Tinjauan Tentang Hukum Adat Bali meliputi : Hukum Adat 
Bali, Sistem Kekerabatan di Bali, Perkawinan Adat di Bali Menurut 
Agama Hindu, Pewarisan Adat di Bali, Hak Waris Laki-laki dalam Hukum 
Adat Bali, Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat Bali. 
BAB III PEMBAHASAN 
Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa 
secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab 
II. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi : Gambaran 
Umum Tentang Desa Kukuh, Tentang Perkawinan Nyentana, dan 
Kedudukan Laki-laki yang telah Bercerai dalam Perkawinan Nyentana 
serta mengenai Hak Waris laki-laki yang Telah Bercerai dalam 
Perkawinan Nyentana 
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BAB IV PENUTUP 
Dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum dimana berisi 
tentang kesimpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang 
diangkat.
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